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Peran Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, sarana prasarana, serta pendampingan nelayan. Kenyataannya, masih ditemukan gejala permasalahan di lapangan seperti : Masih adanya nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan kota Dumai, Masih kurangnya sosialisasi penyuluh terhadap nelayan terkait dengan program bantuan Dinas Perikanan Kota Dumai untuk nelayan di Kota Dumai. Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai dan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran (Role Theory) Bruce J. Biddle, dengan tiga indikator utama yaitu Expectations (Harapan), Identity (Identitas), dan Behavior (Tingkah Laku). Populasi penelitian berjumlah 308 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kenelayanan, staf, penyuluh, BMKG, serta nelayan yang terdaftar. Teknik penentuan sampel untuk pegawai dan masyarakat menggunakan purposive sampling dengan jumlah 81 responden. Jenis data yang digunakan meliputi data primer melalui observasi, angket, dan wawancara, serta data sekunder melalui dokumen dan literatur. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan rating scale.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan berada pada kategori Baik dengan Skor 2,567 pada rentang interval 2.431-3.645. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai, Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai. Adapun faktor penghambat adalah Masih kurangnya komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai, Masih kurangnya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari barat ke timur. Pulau-pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadi pusat aktivitas masyarakat (Rahma, 2020). Dengan wilayah laut yang luas, sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada sumber daya alam kelautan sebagai mata pencaharian utama. Penangkapan ikan menjadi salah satu kegiatan yang memanfaatkan potensi laut ini. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan tahun 2009, nelayan didefinisikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan menangkap ikan, sedangkan nelayan kecil adalah mereka yang menggunakan kapal penangkap ikan berkapasitas maksimal lima ton untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ulfa, 2018).
Indonesia memiliki stok sumber daya ikan yang melimpah, namun terdapat beberapa spesies yang kini langka dan terancam punah. Dengan potensi besar ini, Indonesia seharusnya mampu menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, seperti memberikan bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, hasilnya belum selalu sesuai harapan karena implementasi program seringkali tidak tepat sasaran atau kurang optimal.
Program pemberdayaan nelayan selama ini belum sepenuhnya tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara parsial dan minim dukungan teknologi tepat guna, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Akibatnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir masih tergolong rendah, bahkan sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Pemberdayaan menjadi langkah awal untuk mengubah masyarakat yang tidak berdaya menjadi mandiri dan berdaya. Pendekatan ini mengutamakan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui kemandirian dan kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi.
Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pengembangan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian. Strategi ini menekankan pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people-centered), partisipatif (participatory), memberdayakan (empowering), dan berkelanjutan (sustainable). Dengan memberikan motivasi, dorongan, dan peluang untuk menggali potensi diri, pemberdayaan menciptakan masyarakat yang berani mengambil risiko, bersaing, serta mampu berinovasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan (Hamid, 2018)
Kota Dumai, sebagai daerah otonom dengan potensi laut yang melimpah, memiliki posisi strategis secara geografis pada 1° 23' 00'' – 1° 24' 23'' Lintang Utara dan 101° 23' 37'' – 101° 28' 13'' Bujur Timur. Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan perikanan dalam otonomi daerah. 
Dinas Perikanan berperan dalam menyusun kebijakan tenis dibidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan dan konservasi sumber daya ikan, memberi layanan kemasyarakat seperti perizinan usaha perikanan, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan teknis untuk nelayan pembudidaya dan pelaku usaha. Mengembangkan potensi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, dukungan teknologi budidaya dan penangkapan, pembukaan akses pasar dan promosi hasil perikanann dan edukasi mengenai praktik perikanan berkelanjutan.
Dinas Perikanan Kota Dumai berperan penting dalam pemberdayaan nelayan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pendampingan dan pemberian bantuan hibah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan di Kota Dumai.
Menurut Perwako no 64 Tahun 2016 tentang menyatakan Tugas Dinas Perikanan Kota Dumai tercantum pada pasal 4 dan 5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya
e. Dan penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Dalam pemberdayaan nelayan diurus oleh bidang kenelayanan, adapun tugas Bidang Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan. Dan Bidang Kenelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Tugas Bidang Kenelayanan itu sendiri tertuang pada pasal 19. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Kenelayanan menyelenggarakan fungsi
a. Penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
b. Penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil
c. Pemfasilitasian perumusan kebijakan kenelayanan dan perizinan usaha perikanan
d. Penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
e. Penyiapan pengawasan dan pembinaan Izin Usaha dibidang pembudidaya ikan dan penertiban izin usaha non perizinan nelayan
f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Adapun program Bidang Kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai yaitu Sosialisasi Gemarikan, sosialisasi Ikan Layak Konsumsi bagi Keluarga Berisiko Stunting, Penyerahan Hibah Prasarana Pembudidayaan Ikan untuk Kelompok Pembudidaya, Pemberian Bantuan Sosial untuk Nelayan/Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki program pemberdayaan nelayan yang berfokus pada bina kelompok nelayan. Program ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup indikator kinerja utama. 
Pihak Dinas Perikanan Kota Dumai dalam memberdayakan masyarakat nelayan dilakukan dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB). 
Dasar hukum pembentukan kelompok nelayan di Kota Dumai adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya, yang kemudian dijabarkan melalui peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) serta peraturan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwako) Kota Dumai yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta pemberdayaan masyarakat, dan pedoman seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. 
Adapun tujuan dibentuknya KUB tersebut agar seluruh masyarakat nelayan memiliki kelompok tersendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Adapun prosedur pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) seabagai berikut :
1) Mata pencaharian sehari-hari sebagai nelayan
2) 1 (Satu) kelompok minimal terdiri dari 10 (Sepuluh) orang anggota
3) Aktif dalam kegiatan kelompok selama 2 (Dua) Tahun

4) Pendataan dan pengecekan kelapangan oleh petugas Dinas Perikanan Kota Dumai

5) Penerbitan SIUP/TDPN (Tanda Daftar Pencatatan Nelayan)

6) Penerbitan kartu nelayan (KUSUKA)

7) Penerbitan surat pendaftaran kelompok nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.

Adapun Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki peran dalam mendukung kesejahteraan nelayan dengan menyediakan bantuan sarana prasarana, memfasilitasi akses pasar, membina dan memberdayakan kelompok nelayan, serta mengawasi dan menyusun kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data, terdapat berbagai kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Dumai. Nama-nama kelompok, jumlah anggota, dan kontak ketua KUB tahun 2024 dirangkum dalam tabel berikut:
Tabel I.1
Nama-Nama Kelompok Nelayan Di Kota Dumai
	NO
	Kecamatan
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024

	
	
	
	
	

	
	
	Kelompok
	Anggota
	Kelompok
	Anggota
	Kelompok
	Anggota

	1
	Dumai Barat
	5
	55
	5
	55
	5
	55

	2
	Dumai Timur
	1
	16
	1
	16
	2
	27

	3
	Medang Kampai
	6
	75
	6
	75
	7
	85

	4
	Sungai Sembilan
	10
	115
	10
	115
	11
	126

	TOTAL
	22
	261
	22
	261
	25
	293


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 – 2023 jumlah kelompok nelayan yang terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai berjumlah 22 Kelompok yang terdiri dari 261 anggota. 
Pada tahun 2024 terjadi penambahan kelompok nelayan sebanyak 3 kelompok sehingga jumlah kelompok nelayan yang terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai berjumlah 25 kelompok yang terdiri dari 293 anggota. 
Data ini menjadi indikator keberhasilan Program Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai (Center, 2026). Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan ikan, tetapi juga pada penguatan kapasitas nelayan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Bidang kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Dumai. Indikator dan target yang digunakan dalam tabel ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

 Adapun sasaran dan indikator kinerja Bidang Kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel I.2

	No
	Bidang
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	1.
	Kenelayanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan
	18
	22
	20
	22
	24
	25


Sasaran Bidang Kenelayanan Tahun 2022-2024
Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025 
Dengan adanya sasaran strategis bidang kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai, Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 memiliki target 18 kelompok dan terealisasi sebanyak 22 kelompok dan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 20 dan terealisasi sebanyak 22 kelompok. sedangkan pada tahun 2024 memilik target 24 kelompok dan terealisasi sebanyak 25 kelompok. 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah terealisasinya dengan baik karna perencanaan yang matang dan terstruktur serta pengawasan dan evaluasi yang teratur dapat memastikan bahwa strategis dapat dicapai secara baik dan efektif.
Nelayan berharap bahwa Dinas Perikanan Kota Dumai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka melaluiprogram-program yang tepat, dapat membantu mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan seperti pelabuhan, jalan akses, dan fasilitas penanganan ikan, selain itu nelayan juga berharap Dinas Perikanan Kota Dumai dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan dan pendampingan dan membantu meningkatkan kualitas hasil tangkapan mereka melalui program-program yang tepat, membantu meningkatkan kesadaran lingkungan mereka dan mengurangi dampak negatif kegiatan perikanan terhadap lingkungan serta membantu mengamankan keamanan mereka saat melakukan kegiatan perikanan.
Dengan memahami harapan-harapan nelayan, Dinas Perikanan Kota Dumai dapat membuat program-program yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. 

Adapun proses pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel I.3

Program Bantuan Dinas Perikanan Kota Dumai untuk 
nelayan di Kota Dumai
	No
	Kegiatan
	Uraian
	2022
	2023
	2024

	1.
	Bantuan Pembinaan Kelompok usaha bersama (KUB)


	· Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (FKKUB)
	22
	22
	25

	
	
	· Penerbitan SIUP / TDPN (Tanda Daftar Pencatatan Nelayan)
	0
	0
	3

	
	
	· Penerbitan Kartu Nelayan
	0
	0
	3

	
	
	· Penerbitan surat Pendaftaran Kelompok nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai
	0
	0
	3

	
	
	· Pelatihan sekolah lapang cuaca nelayan (SLCN)
	1
	1
	1

	2.
	Bantuan Alat Penangkapan Ikan


	· Jaring ikan
	22
	22
	25

	
	
	· Pancing
	263
	263
	295

	
	
	· Kail
	263
	263
	295

	
	
	· Tali Tambang
	22
	22
	25

	
	
	· Lampu
	22
	22
	25

	3.
	Bantuan Modal
	· UangTunai
	8.200.000
	0
	0


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
Bantuan-bantuan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan tersebut. 
Dinas Perikanan Kota Dumai membina kelompok nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan, mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk perikanan, mengembangkan infrastruktur perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Pembinaan ini dilakukan untuk mencapai visi kota untuk menciptakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun kualifikasi untuk menjadi penyuluh pada Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai berikut :
1. Sarjana Perikanan

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Jujur

4. Bertanggung Jawab

5. Punya Semangat Tinggi

6. Bersedia diletakkan dimana saja
Untuk mendapatkan pendataan ini penulis mendapatkan data dari penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai. Data Penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel I.4
Data Penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024
	No
	Kualifikasi
	Masa Jabatan
	Kecamatan Binaan

	1.
	S.1 Sarjana Pendidikan
	12 Tahun
	Medang Kampai

	2.
	S.1 Sarjana Pendidikan
	8 Tahun
	Sungai Sembilan, Medang Kampai

	3.
	S.1 Sarjana Pendidikan
	2 tahun
	Sungai Sembilan

	4.
	S.1 Sarjana Pendidikan
	1,8 Tahun
	Dumai Barat


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai sebanyak 4 Orang dengan Kecamatan Binaan masing masing penyuluh.
Fungsi penyuluh pada Bidang Kenelayanan di Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai jembatan informasi, pendampingan, edukasi, dan fasilitator, yang membantu nelayan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, mengakses permodalan dan pemasaran, serta penggunaan teknologi dan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai yang memiliki kompetensi dibidangnya. Pembinaan kelompok dilakukan minimal 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan dan wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun.
Dalam hal ini masih adanya kelompok nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai karna nelayan belum menyadari pentingnya terdata kelompok mereka pada Dinas Perikanan Kota Dumai, keterbatasan akses nelayan, serta masih kurangnya sosialisasi penyuluh terhadap nelayan terkait dengan Program Bantuan Dinas Perikanan Kota Dumai untuk nelayan di Kota Dumai.
Adapun Nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel I.5

Data Nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan
Kota Dumai Tahun 2022-2024
	No
	Nama Nelayan
	Kecamatan

	1.
	Indra
	Dumai Barat

	2.
	Ramli
	Medang Kampai

	3.
	Syarifudin
	Medang Kampai

	4.
	Rustam
	Medang Kampai

	5.
	Muhammad syahadat
	Medang Kampai

	6.
	M. Ali
	Medang Kampai

	7.
	Darwis
	Medang Kampai

	8.
	Vikaris Sarumaha
	Dumai Timur

	9.
	Riza
	Dumai Barat

	10.
	Rahman Rahim
	Dumai Barat

	11.
	Herman Termizi
	Dumai Barat

	12.
	Afriyono
	Sungai Sembilan

	13.
	Kasdiyanto
	Sungai Sembilan


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pegawai pada bidang kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 13 nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai. 
Untuk memperoleh informasi terkait dengan masih adanya kelompok nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai, penulis melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai dan Nelayan di Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai yaitu Bapak Surya, S.Pi selaku dari kepala bidang Kenelayanan Pada Dinas Perikanan Kota Dumai Mengatakan bahwa :
“ya memang benar bahwa masih ada nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai. Hal ini terus menjadi catatan bagi kami untuk bisa mengarahkan para nelayan agar terdaftar sehingga mereka terdata dalam Dinas Perikanan Kota Dumai.”
Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu nelayan yang belum terdaftar yaitu bapak Bambang, mengatakan bahwa :

“ya kalo untuk masalah belum terdaftar pada dinas perikanan tu sebenarnya kami ni kurang dapat informasi buk, apalagi kaya saya begini kan tidak tau soal medsos medsos ni buk jadi gak tau informasi karna kan sekarangkan banyak dari hp buk informasinya.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai dan Nelayan, maka penulis menyimpulkan bahwa masih adanya nelayan yang belum terdaftar sehingga tidak terdata pada Dinas Perikanan Kota Dumai dikarenakan tidak semua dari nelayan tersebut mengetahui informasi terkait hal tersebut. 
Adapun jadwal penyuluhan terhadap nelayan di bidang kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai ini dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada tiap kecamatan, yang dimana seharusnya penyuluh turun kelapangan. Akan tetapi penyuluhan tersebut tidak dilakukan secara rutin seperti jadwal yang telah ada, sehingga masih kurangnya sosialisasi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh di bidang kenelayanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai.
Jadwal Penyuluhan Penyuluh Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel I.6

Jadwal Penyuluhan Penyuluh Bidang Kenelayanan
Dinas Perikanan Kota Dumai
	Waktu
	Lokasi
	Nama Penyuluhan

	Minggu I
	Dumai Barat
	Mila Rosa

	Minggu II
	Dumai Timur
	Mhd. Rizqo Pratama, Mila Rosa

	Minggu III
	Medang Kampai
	Darwis, Suardi

	Minggu IV
	Sungai Sembilan
	Suardi, Mhd. Rizqo Pratama


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel disamping, dapat diketahui bahwa setiap bulannya masing-masing kecamatan di Kota Dumai memiliki jadwal penyuluhan dari Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah tersusun rapi. Namun, meskipun jadwal tersebut telah disusun dengan rapi, kenyataannya di lapangan sering kali berbeda. Perbedaan tersebut dapat berupa waktu pelaksanaan yang tidak tepat,perubahan lokasi penyuluhan, maupun ketidakhadiran penyuluhan yang telah dijadwalkan. Adanya kendala dalam pelaksanaan penyuluhan yang dapat berdampak pada program pemberdayaan nelayan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Peran Dinas Perikanan Kota Dumai Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kota Dumai”
B. Rumusan Masalah
Dalam proses pemberdayaan nelayan, Dinas Perikanan Kota Dumai memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai. Adapun gejala masalah yang ditemukan yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya nelayan yang belum terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai.
2. Masih kurangnya sosialisasi penyuluh terhadap nelayan terkait dengan program bantuan Dinas Perikanan Kota Dumai untuk Nelayan di Kota Dumai.
Berdasarkan latar belakang masalah serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah pokok yaitu ”Bagaimana Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai.”
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peran dinas perikanan kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di kota Dumai.
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan dinas perikanan kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di kota Dumai.
D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Secara teoritis, ini merupakan salah satu pengembangan dan manfaat ilmu pengetahuan, khususnya ilmu negara dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang sejenis.

2. Dari sudut pandang akademis penelitian ini memberikan informasi tambahan/Acuan untuk peneliti selanjutnya.

3. Dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, juga sebagai sumber informasi bagi yang berperan penting dalam Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai
BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori
1. Teori Peran
Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Biddle, 1979).
Dan Adapun indikator-indikator peran yang terdapat dalam buku Bruce J. biddle ini adalah sebagai berikut:

1. Expectations (Harapan)
Harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran, termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang harus dicapai. dalam konteks Role Theory, expectations merujuk pada harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran. Dengan demikian, expectations merupakan komponen penting dalam Role Theory yang membantu menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam suatu peran dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi perilaku dan kepuasan individu.
2. Identity (Identitas)
Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Seseorang atau sesuatu dapat kita kenal dengan mudah jika seseorang itu memiliki ciri khas pada dirinya, baik itu dari sifatnya yang lucu sehingga kita selalu tertawa dengan tingkah lakunya, ataupun dari wajah yang indah sehingga kita selalu teringat dalam mimpi akan wajahnya.

3. Behavior (Tingkah Laku)

Dalam teori psikologi mendefinisikan tingkah laku  adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, atau tertawa, serta perilaku yang tidak langsung, seperti memikirkan atau merasa cemas. Dalam definisi lain, tingkah laku merupakan hasil interaksi antara faktor internal individu, seperti proses kognitif dan emosional, dengan faktor eksternal, seperti lingkungan fisik dan sosial.
Peran merupakan seperangkat perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat.Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dia memainkan peran itu, baik sebagai seorang pekerja atau sebagai Masyarakat (Sari, 2020).
Adapun Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat (Bruce, 1979). 
Berdasarkan pengertian-pengertian peran diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pada hakikatnya adalah suatu proses menjalankan harapan-harapan, hak dan kewajiban serta tugas dan fungsi sesuai dengan status atau kedudukan yang dimiliki dalam suatu struktur organisasi. Dan apabila dilaksanakan maka telah menjalankan suatu peran (Narwoko et al., 2011). ia juga mengemukakan aspek-aspek peran sebagai berikut:
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat
Sedangkan fungsi peran menurut (Narwoko et al., 2011) adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan pengertian dari masing-masing kata peran dan fungsi diatas,maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi memiliki makna berbeda.
Peran dalam pelaksanaannya meliputi tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Peran Dinas Perikanan Kota Dumai Dalam Pemberdayaan Nelayan Dikota Dumai. Sedangkan fungsi adalah aspek khusus dari tugas, yang artinya fungsi adalah bagian dari pelaksanaan peran.
2. Teori Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people based development). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan (Mauliddiyah, 2021)
Beberapa indikator yang dijelaskan dalam teori pemberdayaan menurut Adimihardja (1999) adalah:

1) Kesadaran Diri (Self-Awareness): Pemberdayaan dimulai dengan kesadaran individu atau kelompok terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi, serta pemahaman terhadap hak dan potensi yang dimiliki. Ini mencakup kesadaran sosial dan kesadaran politik yang lebih dalam tentang struktur kekuasaan.

2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Salah satu aspek penting pemberdayaan adalah peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengakses dan memanfaatkan informasi, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah secara mandiri dan efektif.
3) Akses pada Sumber Daya: Pemberdayaan menuntut adanya akses terhadap berbagai sumber daya, baik itu ekonomi, pendidikan, maupun sosial, yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar dalam masyarakat.

4) Kontrol atau Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan: Pemberdayaan melibatkan proses di mana individu atau kelompok memperoleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, baik dalam skala mikro (keluarga) maupun makro (komunitas atau negara).
5) Kemampuan Mengorganisasi Diri: Pemberdayaan juga mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk mengorganisasi diri mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan solidaritas, kerjasama, dan kekuatan kolektif untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan.
6) Kemandirian dan Keberdayaan Ekonomi: Masyarakat yang diberdayakan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan lebih mampu mengelola sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.
7) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan adalah adanya peningkatan kesejahteraan sosial, yang dapat diukur melalui perbaikan dalam kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan, dan partisipasi sosial.
Disamping itu Pemberdayaan juga sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara Individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartiam sebagai proses yang terencana untuk meningkatkan skala/up grade utilitas dari objek yang diberdayakan.
Pemberdayaan Masyakat, dapat didefenisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Gunawan, 2009).
Pemberdayaan adalah proses di mana individu memperoleh kontrol atas kehidupannya, berpartisipasi dalam komunitas, dan memiliki pemahaman kritis terhadap lingkungannya (Zimmerman, 1995).

Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan orang mendapatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka (Julian Rappaport (1984).
Pemberdayaan adalah proses sekaligus hasil yang meningkatkan kekuatan personal, sosial, dan politik agar individu mampu mengubah kondisi hidupnya secara aktif (Cheryl Hyde & Melissa Schiele, 2005).
Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan masyarakat mengendalikan sumber daya, membuat keputusan, dan memengaruhi perubahan dalam komunitas mereka (Ife & Tesoriero, 2006). 

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan kelompok masyarakat lemah agar mereka dapat bertahan dan berkembang secara mandiri (Suharto, 2005).

Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris empowerment,  berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan.

Pemberdayaan dalam tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional untuk orang-orang yang membantu mereka mengatasi perasaan tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, dan untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk bekerja dengan kemampuan terbaik mereka.
Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ketimpangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kebutuhan dasar yang tidak memadai/tidak konsisten. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses lahan yang terbatas meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat besar, melemahnya metode/tradisi pasar lokal ketika digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah ketertinggalan bersifat struktural (politik) dan kultural (Sunyoto, 1998).
Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya akan sangat mempengaruhi  kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:
a. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.

d.  Melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka.
e. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.

f. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.
Dan adapun prinsip prinsip Pemberdayaan adalah sebagai berikut :
a. Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
b. Akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang.
c. sosiasi, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan. 
Permendagri RI No.7 Tahun 2007 tentang Kerangka Pemberdayaan Masyarakat, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mencapai kompetensi dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat (8)).
B.  Operasional Variabel Penelitian
Untuk memudahkan dalam menganalisa serta menghindari kesalahan pengertian, maka akan dibuat batasan tentang konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Peran

Peran adalah seperangkat perilaku, tanggung jawab dan harapan yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial, seperti keluarga, organisasi atau masyarakat.
2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam mengambil keputusan dan mengontrol hidup mereka sendiri.
3. Nelayan 
Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya atau tanaman air. Nelayan yang dimaksud adalah nelayan kecil yang dimana sehari hari melakukan penangkapan ikan.
4.  Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 

Peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah sebagai regulator, dinamisator. Dan fasilitator. Regulator adalah pemerintah sebagai pembuat peraturan dan dinamisator adalah pemerintah melakukan pengarahan dengan  memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan fasilitator adalah pemerintah melakukan pelatihan, peningkatan keterampilan, memberikan bantuan dana serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam Penulisan ini menggunakan teori Bruce J. Biddle Tahun 1979 Dan adapun indikatornya yaitu sebagai berikut :
1) Expectations (Harapan)

Harapan-harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam suatu peran, termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain, dan apa yang harus dicapai.
Untuk melihat Expectations (Harapan), dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya harapan nelayan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi melalui program Dinas Perikanan Kota Dumai.
b. Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai.
c. Adanya ketersediaan infrastruktur yang diberikan oleh DInas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan.
d. Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.
e. Adanya dukungan teknologi dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan.
2) Identity (Identitas)
Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
Untuk melihat Identity (Identitas), dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut :

a. Adanya inisiatif Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendukung tradisi dan budaya perikanan lokal.
b. Adanya peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendorong keterlibatan nelayan dalam kegiatan sosial dan komunitas.
c. Adanya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai.
d. Adanya turut serta pendampingan penyuluh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan.
e. Adanya Komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.
3) Behavior ( Tingkah Laku)
Tingkah laku  adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, atau tertawa, serta perilaku yang tidak langsung, seperti memikirkan atau merasa cemas.
Behavior (Tingkah laku) ini meliputi partisipasi, pemanfaatan, kerjasama, kepatuhan, dan juga menyoroti kepeduliaan.
Untuk melihat Behavior (Tingkah laku), dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut :

a. Adanya partisipasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
b. Adanya pemanfaatan bantuan secara maksimal yang diberikan Dinas Perikanan Kota Dumai.
c. Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
d. Adanya kepatuhan nelayan terhadap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
e. Adanya kepedulian Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.
Selanjutnya untuk setiap sub indikator di atas, akan diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut :

	Baik
	:
	diberi skor 3 
	
	

	Kurang Baik
	:
	diberi skor 2
	
	
	
	
	
	

	Tidak Baik
	:
	diberi skor 1
	
	
	
	
	
	


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Perikanan Kota Dumai yang beralamatkan di jalan Dermaga No. 08 Purnama Dumai.  Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perikanan.
Dengan memilih lokasi Dinas Perikanan Kota Dumai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat Kota Dumai.

2.   Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (Margono, 2004). Sampel adalah Sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan Teknik tertentu (Usman & Akbar, 2011).
Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas , Sekretariat, dan Pegawai Bidang Kenelayanan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat nelayan pada Dinas Perikanan Kota Dumai Yang Berjumlah 12 orang, BMKG yang berjumlah 3 orang dan kelompok nelayan terdiri dari 293 orang dengan total keseluruhan populasi sebanyak 308 orang. 
Adapun Sampel penelitian untuk Pegawai dan nelayan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan kriteria sebagai berikut :
1. Pegawai yang bertugas pada Bidang Kenelayanan yang berkaitan dengan Pemberdayaan nelayan.
2. Nelayan yang terdaftar pada Dinas Perikanan Kota Dumai selama 3 tahun terakhir.
Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Keadaan Populasi dan Sampel pada Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase

	1.
	Kepala Dinas
	1
	1
	100%

	2.
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3.
	Kepala Bidang Kenelayanan
	1
	1
	100%

	6.
	BMKG
	3
	3
	100%

	5.
	Penyuluh
	4
	4
	100%

	4,
	Staff Kenelayanan
	5
	5
	100%

	7.
	Nelayan
	293
	66
	-

	
	Jumlah
	308
	81
	-


Sumber Data : Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
3.  Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk membantu dan mempermudah proses penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil angket dan wawancara yang telah ditetapkan dalam peran dinas perikanan kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di kota Dumai yang terdiri dari:

a. Expectations (Harapan) 
b. Identity (Identitas)
c. Behavior (Tingkah Laku)
2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama melalui dokumen, monografi, buku buku dan hasil penelitian lainnya. Sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur Yang ada hubungannya dengan penelitian ini, di mana data tersebut adalah :
a. Sejarah Dinas Perikanan Kota Dumai

b. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Dumai

c. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai

d. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perikanan Kota Dumai 
e. Keadaan jumlah pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai

f. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kota Dumai
4.   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung tentang bagaimana peran dinas perikanan kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di kota Dumai. Tipe observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe observasi Pasti sifat Tif yakni tipe observasi dengan penulis ikut merasakan secara langsung bagaimana kondisi objek pengamatan. Dalam penelitian ini penulis ikut secara langsung dalam merasakan bagaimana pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai bagi para Nelayan di Kota Dumai.
2. Angket (Kuesioner)
Angket adalah salah satu instrumen penelitian, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau jenis petunjuk lainnya. Kuesioner (Angket) adalah alat penting untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, (Sugiono,2017:142).
3. Wawancara 

Peneliti melakukan pertemuan dan wawancara tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan penelitian ini yang disusun berdasarkan kepentingan masalah ini. 

Metode wawancara dalam penelitian ini adalah metode wawancara bertahap, metode wawancara ini dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam, tetapi kebebasan ini tidak lepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.
5.   Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan yaitu statistik deskriptif merupakan sebuah teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan rating scale. 
Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 81  orang. Dimana setiap item jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor, maka penilaian jawaban angket (kuesioner) digolongkan dalam tigas skor yaitu Baik (B) = 3 skor, Cukup Baik (CB) = 2 skor, Tidak Baik (TB) = 1 skor.
1. Kategori nilai responden berdasarkan sub indikator :

	Baik
	:
	3
	X
	5
	X
	81
	=
	1,215

	Cukup Baik
	:
	2
	X
	5
	X
	81
	=
	810

	Tidak Baik
	:
	1
	X
	5
	X
	81
	=
	405


Dengan mengadaptasi darei teori rentang kelas (class interval) yang dikemukakan oleh Lind et al dalam (Zulganef,2018), maka rumus untuk menentukan intervalnya adalah :

I = 


I = 

=
  =
Dengan interval

	Baik
	:
	811
	-
	1.215

	Cukup Baik
	:
	568
	-
	810

	Tidak Baik
	:
	405
	-
	567




2. Kategori Penilaian untuk responden secara keseluruhan :
	Baik
	:
	3
	X
	15
	X
	81
	=
	3.645

	Cukup Baik
	:
	2
	X
	15
	X
	81
	=
	2.430

	Tidak Baik
	:
	1
	X
	15
	X
	81
	=
	1.215


Dengan intervalnya adalah :

I =

I =  

=
   = 810
	Baik
	:
	2.431
	-
	3.645

	Cukup Baik
	:
	2.026
	-
	2.430

	Tidak Baik
	:
	1.215
	-
	2.025




BAB lV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Perikanan Kota Dumai

Pada tahun 1983 Dinas Perikanan Kota Dumai masih dalam berbentuk resort yang di gabungkan dengan Rupat karena Kota Dumai saat itu masih berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai masih di sebut kota administratif, setelah itu pada tahun 1999 kota dumai menjadi kota madya berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kota madya sehingga menjadi Kota madya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai.
Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perikanan Kota Dumai bernama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dan berganti menjadi Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai pertama adalah Ir. Ramli Muhammad Ali, dan berkantor Di Jalan Cendrawasih di Sekolah Perikanan yang sekarang menjadi SMK Perikanan Provinsi Riau. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 Dinas Perikanan berpindah ke Jalan Sukajadi karena sudah adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sendiri, dimasa Pemerintahan Kota Dumai dipimpin oleh Drs. H. Zainuddin Abdullah. 

Pada tahun 2002 Dinas Perikanan Kota Dumai berpindah kantor yang sekarang terletak di Jalan Dermaga No. 08 Purnama, Dumai Barat, Kota Dumai-Riau. Kota Dumai memiliki batas – batas wilayah administrasi sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkalis.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkalis.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rokan Hilir.

B.   Visi dan Misi Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai perlu diberikan gambaran dan perwujudan organisasi yang ideal dan realistik pada masa depan yang menjadi visi organisasi yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Visi Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu (Dumai Kota Idaman)”.
Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan Pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Kemudian untuk mempermudah pencapaian Visi tersebut, maka dibentuk Misi pada Dinas Perikanan Kota Dumai. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai Dinas Perikanan Kota Dumai pada masa mendatang.

Adapun Misi nya yaitu “ Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri”.

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

C.   Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai

1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai

Struktur organisasi menggambarkan hierarki Pertanggung jawaban, pembagian kerja yang berdasarkan keahlian dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan dan dapat dikatakan sebagai jalur komunikasi, di mana struktur sering digunakan dengan suatu bagian organisasi. Proses organisasi berkenaan dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi itu sendiri.

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki, hubungan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau perusahaan. Struktur ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian dan individu dalam organisasi berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. 

Sesuai Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
2) Subbagian Tata Usaha

c. Bidang Pembudidayaan Ikan, membawahi:
1) Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan

2) Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan 

3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 
d. Bidang Kenelayanan

e. UPT
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai
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Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya
b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya
d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya
e) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, maka dapat dilihat tugas masing-masing pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian kegiatan Dinas Perikanan
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perikanan
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perikanan
4. Penataan organisasi dan tata laksana
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hokum
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan 
7. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretaris Terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Perikanan.

2. Subbagian Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian arsip dan dokumentasi.

c. Bidang Pembudidayaan Ikan
Bidang Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok yaitu Merumuskan, Pelayanan, Pembinaan, Melaksanakan Kebijakan, Standarisasi teknis dan Pengendalian usaha dibidang Pembudidayaan Ikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudidayaan ikan 
b) Pelaksanaan standarisasi dibidang pembudidayaan ikan
c) Pelaksanaan pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan
d) Penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dibidang pembudidayaan ikan
e) Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan

f) Pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

g) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengembangan Usaha Budidaya, Seksi Sarana Prasarana dan Produksi serta Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

h) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pembudidaya Ikan terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan usaha budidaya perikanan.

2) Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penyelenggaraan sarana , prasarana dan produksi.

3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan kesehatan ikan dan lingkungan. 

d. Bidang Kenelayanan

Bidang Kenelayanan Ikan mempunyai tugas pokok yaitu Menyiapkan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan.  Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kenelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
b) Penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil
c) Pemfasilitasian perumusan kebijakan kenelayanan dan perizinan usaha perikanan
d) Penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
e) Penyiapan pengawasan dan pembinaan Izin Usaha dibidang pembudidaya ikan dan penertiban izin usaha non perizinan nelayan
f) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya
e. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

UPT (Unit Pelkasana Teknis) terdiri dari :

1) Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar (UPT. BIAT)

Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar (UPT. BIAT) Ikan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penyediaan benih yang bermutu, berkualitas dan tersertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyediaan pakan buatan dan alami yang mampu memberikan daya saing produk budidaya perikanan Untuk melaksanakan tugas tersebut.

2) UPT. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Payau (UPT. BBAP)

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Payau (UPT. BBAP) mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan di bidang penyediaan produk budidaya air payau yang bermutu, berkualitas dan tersertifikasi yang dapat di pertanggung jawabkan serta meningkatkan penerapan pakan alami yang mampu memberikan daya saing produk budidaya perikanan khususnya air payau serta menyediakan benih ikan/udang air payau. 
f. Kelompok jabatan fungsional
 Melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.   Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Dinas Perikanan Kota Dumai

Pegawai sebagai unsur pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang tertera dalam uraian tugas, perlu mendapat perhatian dari pimpinan yang baik, sehingga tugas dan tanggung jawab yan diberikan mampu diselesaikan dengan baik dan maksimal. Demikian halnya dengan Dinas Perikanan kota Dumai, sehingga instansi dan unit kerja dengan bidang - bidang perlu diperhatikan agar tujuan organisasi mampu mencapai suatu target yang telah ditetapkan.

Keadaan dan komposisi pegawai pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua spek yaitu kuantitas dan kualitas, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai yang bekerja pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat dibawah ini:

1) Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jumlah pegawai yang ada pada Dinas Perikanan Kota  Dumai berjumlah 70 Orang.

Tabel IV.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

	No. 
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah Orang
	Persentase

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1. 
	Laki - Laki
	20
	14
	34
	49%

	2.
	Perempuan
	17
	19
	36
	51%

	Jumlah
	37
	33
	70
	100%


Sumber Data : Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum pegawai di Dinas Perikanan Kota Dumai, lebih banyak pegawai yang berjenis kelamin Perempuan 36 orang pegawai (51%). Sedangkan yang laki – laki yaitu 34 Orang pegawai (49%).

2) Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur

Dalam mencapai tujuan organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai juga harus mempertimbangkan faktor usia pegawai yang bekerja pada organisasi tersebut guna untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat umur pegawai Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur pada Dinas Perikanan
Kota Dumai Tahun 2025

	No
	Umur (Tahun)
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1.
	21 - 30
	5
	18
	23
	33%

	2.
	31 - 40
	18
	9
	27
	39%

	3.
	41 - 50
	11
	4
	15
	21%

	4.
	51 - 60
	3
	2
	5
	7%

	Jumlah
	37
	33
	70
	100%


Sumber Data : Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum umur pegawai yang bekerja pada Dinas Perikanan Kota Dumai yang berusia 21 - 30 tahun yaitu 23 orang (33%), usia 31 - 40 tahun 27 orang (39%), usia 41 -  50 tahun 15 orang (21%), dan usia 51 - 60 tahun  5 orang (7%).

3) Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Setiap organisasi memerlukan anggota organisasinya yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini penting sekali kemampuan anggota organisasi dalam bekerja adalah latar belakang pendidikan formal pada pegawai.

Latar belakang pendidikan seorang pegawai akan dapat pula memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk itu lebih jelasnya tentang pendidikan pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

	No
	Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah (orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	Honorer
	
	

	1.
	SMA
	12
	11
	23
	33%

	2.
	DIII
	8
	4
	12
	17%

	3.
	S1
	27
	5
	32
	46%

	4.
	S2
	3
	-
	3
	4%

	Jumlah
	50
	20
	70
	100%


Sumber Data : Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 23 orang (33%), DIII yaitu sebanyak 12 orang (17%), S1 sebanyak 32 orang (46%), dan pendidikan S2 yaitu sebanyak 3 orang (4%).

4) Keadaan Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi pada Dinas Perikanan kota Dumai. Perlu adanya pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Dinas Perikanan kota Dumai. Keadaan pegawai berdasarkan bidang kerja pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4

Keadaan Pegawai berdasarkan Bidang Kerja Pada Dinas Perikanan

Kota Dumai Tahun 2025

	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah Orang
	Persentase

	1.
	PNS
	37
	53%

	2.
	Honorer
	33
	47%

	Jumlah
	70
	100%


Sumber Data : Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025

E. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kota Dumai

Sarana kerja adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana Kerja adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses/pekerjaan. Antara Sarana dan Prasarana kerja tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, Sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan Prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Adapun Sarana dan Prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel IV.5
Sarana dan Prasarana Kerja Pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1.
	Kendaraan Roda 4
	6 unit
	6
	-

	2.
	Kendaraan Roda 3
	3 unit
	3
	-

	3.
	Kendaraan Roda 2
	4 unit
	4
	-

	4.
	Komputer
	12 unit
	10
	2

	5.
	Laptop
	4 unit
	4
	-

	6.
	Printer
	10 unit
	7
	3

	7.
	Meja Kerja
	30 buah
	26
	4

	8.
	Kursi Kerja
	46 buah
	41
	5

	9.
	Kursi Tamu
	10 buah
	8
	2

	10.
	AC
	8 unit
	6
	2

	11.
	Televisi
	6 unit
	5
	1

	12.
	Lemari Arsip
	5 buah 
	4
	1

	13.
	Filling Kabinet
	5 buah
	5
	-

	14.
	Gedung Kantor
	5 unit
	5
	-

	15.
	Rumah Dinas
	12 unit
	12
	-


Sumber Data: Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Sarana dan Prasarana kerja yang terdiri dari Kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, Kendaraan roda 3 sebanyak 3 unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit, Komputer sebanyak 12 unit, Laptop sebanyak 4 unit, Printer sebanyak 10 unit, meja kerja sebanyak 30 buah, Kursi kerja sebanyak 46 buah, Kursi tamu sebanyak 10 buah, AC sebanyak 8 unit, Televisi sebanyak 6 unit, Lemari Arsip sebanyak 5 buah, Filling Kabinet sebanyak 5 buah, Gedung Kantor sebanyak 5 unit, dan Rumah Dinas sebanyak 12 unit.

BAB V
PERAN DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DIKOTA DUMAI

A. Identitas Responden
Dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner atau angket, penulis mengelompokan responden penelitian berdasarkan jenis kelamin serta tingkat pendidikan. Dengan demikian, memudahkan penulis untuk mengetahui jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden. Untuk melihat dengan lebih jelas identitas responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan pegawai bidang kenelayanan serta nelayan yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Perikanan Kota Dumai 
	No
	Jenis Pegawai
	Pegawai
	Masyarakat
	Total
	Persentase

	1.
	Laki-laki
	9
	66
	75
	93%

	2.
	Perempuan
	6
	-
	6
	7%

	Jumlah
	15
	66
	81
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan dari tabel V.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 81 responden total keseluruhan pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai, dan nelayan di Kota Dumai, sebagian besar responden berjenis kelamin laki - laki sebanyak 75 orang (93%), sedangkan responden berjenis kelamin Perempuan sebanyak 6 orang (7%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Perbedaan tingkat umur merupakan salah satu bahan pengetahuan dari informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan menentukan sikap kondisi layak dalam merespon sesuai kapasitas kebijakan usia yan matang sesuai umur responden yang bertingkat dari usia 16 tahun – 60 tahun. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perbedaan tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur pada Dinas Perikanan Kota Dumai 
	No
	Tingkat Umur
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1.
	21 - 30
	5
	-
	5
	6%

	2.
	31 - 40
	5
	27
	32
	40%

	3.
	41 - 50
	2
	28
	30
	37%

	4.
	51 – 60
	3
	11
	14
	17%

	Jumlah
	15
	66
	81
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 5 orang (6%) terdiri dari pegawai, responden 31 – 40 tahun berjumlah 32 orang (40%) terdiri dari pegawai dan masyarakat, untuk responden yang 41 – 50 tahun berjumlah 30 orang (37%) terdiri dari pegawai dan masyarakat, untuk responden 51 – 60 tahun berjumlah 14 orang (17%) yang terdiri dari pegawai dan masyarakat.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka pola berpikir akan semakin tinggi pula dalam memahami suatu bentuk pelayanan. Untuk lebih jelas identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Perikanan Kota Dumai

	No
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah (Orang)
	 Persentase (%)

	1.
	S2
	3
	-
	3
	4%

	2.
	S1
	6
	-
	6
	7%

	3.
	DIII
	2
	-
	2
	2%

	4.
	SMA / SMK
	4
	66
	70
	87%

	Jumlah
	15
	66
	81
	100%


Sumber Data: Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, tingkat pendidikan responden untuk Strata Dua (S2) berjumlah 3 orang (4%) terdiri dari pegawai, Strata Satu (S1) berjumlah 6 orang (7%) terdiri dari pegawai, Diploma Tiga (DIII) berjumlah 2 orang (2%) terdiri dari pegawai, SMA / SMK berjumlah 70 orang (87%) terdiri dari pegawai dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat tingkat pendidikan responden yang dominan dalam penelitian ini adalah SMA / SMK yang berjumlah 70 orang dengan persentase (87%).

B. Peran Dinas Perikanan Kota Dumai Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kota Dumai

Setelah peneliti menyelesaikan penyebaran angket selama 14 hari kerja, dengan ini peneliti mendeskripsikan data yang berpedoman pada pedoman pemberdayaan nelayan berdasarkan Pasal 18 ayat (1). 
Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kota Dumai yang dapat dilihat dari 3 (Tiga) indikator sebagai berikut : Expectations (Harapan), Identity (Identitas), Behavior (Tingkah Laku). Untuk lebih jelasnya mengenai indikator tersebut dapat dilihat pada pembahasan dan tabel berikut ini :

1. Expectations (Harapan)
Expectations merupakan komponen penting dalam Role Theory yang membantu menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam suatu peran dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi perilaku dan kepuasan individu.
Untuk melihat kejelasan indikator yang ingin dicapai dalam Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator berupa:
a. Adanya harapan nelayan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi melalui program Dinas Perikanan Kota Dumai.

Harapan nelayan terhadap program-program Dinas Perikanan Kota Dumai sangat besar karena menyangkut masa depan ekonomi serta keberlanjutan sektor perikanan secara umum. Dinas Perikanan Kota Dumai diharapkan mampu merancang program yang partisipatif, tepat sasaran dan berkelanjutan, agar benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan secara nyata. 

b. Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai.
Dalam hal pemberdayaan nelayan di Kota Dumai khususnya menjadi tanggung jawab dari pihak Dinas Perikanan Kota Dumai. Oleh sebab itu, sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab penuh harus dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin.
c. Adanya ketersediaan infrastruktur yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan.
Kota Dumai merupakan salah satu kota pesisir di Provinsi Riau dengan potensi perikanan laut dan perikanan budidaya yang cukup besar. Namun, nelayan lokal masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan alat tangkap, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, akses pasar, hingga keterampilan teknologi perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perikanan Kota Dumai mengambil peran aktif dalam menyediakan infrastruktur penunjang guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan.
d. Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.

Dinas Perikanan Kota Dumai dalam melakukan pemberdayaan nelayan berpedoman pada pasal 18 ayat (1) sebagaimana pasal tersebut menjelaskan tugas bidang kenelayanan selaku  bidang yang melaksanakan pemberdayaan terhadap nelayan.
e. Adanya dukungan teknologi dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan.

Dukungan teknologi adalah kunci utama dalam memberdayakan nelayan secara berkelanjutan. Mulai dari proses penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran, teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan nelayan, sekaligus menjaga kelestarian laut. Namun, keberhasilan teknologi ini sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, literasi pengguna, dan komitmen pendampingan dari berbagai pihak.
Dimana kelima sub indikator tersebut akan mempengaruhi Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator expectations (harapan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4

Tanggapan Responden tentang Expectations (Harapan) pada peran DInas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai

	No
	Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	B
	CB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	

	1.
	Adanya harapan nelayan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi melalui program Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	32
	32
	17
	81

	
	
	Skor
	96
	64
	17
	177

	2.
	Adanya Pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	41
	22
	18
	81

	
	
	Skor
	123
	44
	18
	185

	3.
	Adanya ketersediaan infrastruktur yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan
	Frekuensi
	30
	37
	14
	81

	
	
	Skor
	90
	74
	14
	178

	4.
	Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai
	Frekuensi
	29
	34
	18
	81

	
	
	Skor
	87
	68
	18
	173

	5.
	Adanya dukungan teknologi dalam meningkatkan pemberdayaan nelayan
	Frekuensi
	18
	39
	24
	81

	
	
	Skor
	54
	78
	24
	156

	Total
	Frekuensi
	150
	164
	91
	405

	
	Skor
	450
	328
	91
	869


Sumber Data: Data olahan Lapangan, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Dapat dilihat mengenai tanggapan responden terhadap expectations (harapan) nelayan terhadap program Dinas Perikanan Kota Dumai, diperoleh total skor keseluruhan sebesar 869 dengan jumlah frekuensi 405. Hal menunjukjan bahwa secara umum, responden memiliki tingkat harapan yang tinggi terhadap peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut :

                            

405

567
810


1.215
Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator expectations (harapan) memperoleh total skor sebanyak 869 sehingga dapat dikategorikan Baik karena berada pada interval 811 – 1.215.
2. Identity (Identitas)
Kata “identitas” berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda- tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
Untuk melihat kejelasan indikator yang ingin dicapai dalam Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator berupa:

a. Adanya inisiatif Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendukung tradisi dan budaya perikanan lokal.
Dinas Perikanan Kota Dumai tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi nelayan, tetapi juga berinisiatif menjaga tradisi dan budaya perikanan lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Melalui pelestarian alat tangkap tradisional, festival budaya, dokumentasi pengetahuan lokal, dan edukasi, dinas ini berupaya menjaga identitas masyarakat pesisir sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi.
b. Adanya peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendorong keterlibatan nelayan dalam kegiatan sosial dan komunitas.
Hal ini menjadi faktor penting dalam upaya pemberdayaan nelayan. Dinas Perikanan Kota Dumai turut berperan dalam membangun ikatan sosial melalui pembentukan kelompok nelayan, serta program pemberdayaan berbasis komunitas. Keterlibatan nelayan dalam kegiatan ini memberikan manfaat ganda yaitu memperkuat solidaritas antar sesama nelayan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk beradptasi terhadap perubahan sosial maupun ekonomi.
c. Adanya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai.
Sosialisasi isu lingkungan dan sumber daya alam oleh Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan langkah strategis untuk membangun perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, dinas mendorong nelayan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga laut yang bertanggung jawab.
d. Adanya turut serta pendampingan penyuluh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan.
Penyuluh Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan nelayan secara menyeluruh. Melalui pendekatan langsung di lapangan, penyuluh menjadi garda terdepan dalam menyampaikan pengetahuan, mendorong kemandirian, membangun kelembagaan, serta menjembatani nelayan dengan berbagai peluang dan program dari pemerintah. Keberhasilan pemberdayaan nelayan sangat erat kaitannya dengan efektivitas peran para penyuluh ini.
e. Adanya Komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai.
Komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kelembagaan. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai mitra strategis nelayan dalam menciptakan sektor perikanan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Dimana kelima sub indikator tersebut akan mempengaruhi Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator Identity (identitas) dapat dilihat pada lembar selanjutnya :

Tabel V.5
Tanggapan Responden tentang Identity (Identitas) pada peran DInas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai

	No
	Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	B
	CB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	

	1.
	Adanya inisiatif Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendukung tradisi dan budaya perikanan lokal
	Frekuensi
	23
	32
	26
	81

	
	
	Skor
	69
	64
	26
	159

	2.
	Adanya peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendorong keterlibatan nelayan dalam kegiatan sosial dan komunitas
	Frekuensi
	26
	33
	22
	81

	
	
	Skor
	78
	66
	22
	166

	3.
	Adanya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai
	Frekuensi
	14
	42
	25
	81

	
	
	Skor
	42
	84
	25
	151

	4.
	Adanya turut serta pendampingan penyuluh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan
	Frekuensi
	45
	17
	19
	81

	
	
	Skor
	135
	34
	19
	188

	5.
	Adanya Komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai
	Frekuensi
	10
	40
	31
	81

	
	
	Skor
	30
	80
	31
	141

	Total
	Frekuensi
	118
	164
	123
	405

	
	Skor
	354
	328
	123
	805


Sumber Data: Data olahan Lapangan, tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, Dapat dilihat mengenai tanggapan responden terhadap identity (identitas) nelayan terhadap program Dinas Perikanan Kota Dumai, diperoleh total skor keseluruhan sebesar 805 dengan jumlah frekuensi 405. Hal menunjukan bahwa secara umum, responden memiliki tingkat harapan yang cukup baik dalam mendukung keberlanjutan budaya serta pemberdayaan nelayan.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut :
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1,215
Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator identity (identitas) memperoleh total skor sebanyak 805 sehingga dapat dikategorikan Cukup Baik karena berada pada interval 568 – 810.
3. Behavior ( Tingkah Laku)
Tingkah laku  adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, berjalan, atau tertawa, serta perilaku yang tidak langsung, seperti memikirkan atau merasa cemas.
Untuk melihat kejelasan indikator yang ingin dicapai dalam Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai, maka dapat diteliti melalui sub indikator berupa:
a. Adanya partisipasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
Dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan keterlibatan nelayan secara langsung atas kesadaran diri sendiri. Dengan adanya kesadaran yang dating dari dalam diri tersebut, maka nelayan  yang bersangkutan akan mengerti pentingnya sebuah pemberdayaan bagi kemajuan dan perkembangan hidupnya pada masa yang akan datang.
b. Adanya pemanfaatan bantuan secara maksimal yang diberikan Dinas Perikanan Kota Dumai.
Program pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai salah satunya dengan memberikan bantuan kepada nelayan. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan dengan baik oleh nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya pada masa yang akan datang.
c. Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan, pihak Dinas Perikanan Kota Dumai tidak bekerja sendiri. Pihak Dinas Perikanan Kota Dumai dibantu oleh Badan Meteorologi, Klimtologi dan Geofisika (BMKG) sebagai sarana informasi terkait cuaca seminggu kedepan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak atau instansi terkait.
d. Adanya kepatuhan nelayan terhadap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.
Kepatuhan nelayan terhadap regulasi dan kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan indikator kunci dalam menciptakan perikanan yang berkelanjutan, tertib dan berdaya saing. Dengan adanya sinergi antara nelayan dan pemerintah daerah, diharapkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestariannya dapat tercapai. Kepatuhan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif nelayan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan aktifitas kelautan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan perikanan karena menujukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya pelestariannya.
e. Adanya kepedulian Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.
Kepedulian Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap permasalahan nelayan tidak hanya ditunjukkan melalui program formal, tetapi juga melalui kehadiran nyata di lapangan dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan nelayan, serta mendukung terciptanya sektor perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dimana kelima sub indikator tersebut akan mempengaruhi Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator Behavior (tingkah laku) dapat dilihat pada lembar selanjutnya :
Tabel V.6
Tanggapan Responden tentang Behavior (Tingkah Laku) pada peran DInas Perikanan Kota Dumai dalam pemberdayaan nelayan di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	B
	CB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	

	1.
	Adanya partisipasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	24
	39
	18
	81

	
	
	Skor
	72
	78
	18
	168

	2.
	Adanya pemanfaatan bantuan secara maksimal yang diberikan Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	30
	28
	23
	81

	
	
	Skor
	90
	56
	23
	169

	3.
	Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	47
	19
	15
	81

	
	
	Skor
	141
	38
	15
	194

	4.
	Adanya kepatuhan nelayan terhadap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai
	Frekuensi
	43
	22
	16
	81

	
	
	Skor
	129
	44
	16
	189

	5.
	Adanya kepedulian Dinas Perikanan Kota Dumai terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan


	Frekuensi
	30
	32
	19
	81

	
	
	Skor
	90
	64
	19
	173

	Total
	Frekuensi
	174
	140
	91
	405

	
	Skor
	522
	280
	91
	893


Sumber Data: Data olahan Lapangan, tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, Dapat dilihat mengenai tanggapan responden terhadap Behavior (tingkah laku)  nelayan terhadap program Dinas Perikanan Kota Dumai, diperoleh total skor keseluruhan sebesar 893 dengan jumlah frekuensi 405. Hal ini menunjukan bahwa responden memberikan penilaian tinggi terhadap perilaku nelayan yang berhubungan dengan berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai. 
Sub indikator dengan skor tertinggi adalah adanya kerjasama  Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait informasi cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dengan skor 194. Hal ini menunjukan bahwa nelayan merasakan manfaat langsung dari kerjasama dengan lembaga BMKG yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan aktifitas nelayan.
Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari kontinum sebagai berikut :
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1.215
Berdasarkan kontinum diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Behavior (tingkah laku) memperoleh total skor sebesar 893. Nilai ini jika dilihat dengan batas interval yang telah ditetapkan, yaitu berada pada rentang 811 – 1.215, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Behavior (tingkah laku) berada pada kategori Baik. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa indikator Behavior (tingkah laku) responden memberikan kontribusi yang positif terhadap keseluruhan variabel yang diteliti, sekaligus memperkuat temuan bahwa kondisi perilaku responden dapat dinilai cukup memadai untuk mendukung keberhasilan program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan.
Selanjutnya dari 3 (tiga) indikator, yang secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel rekapitulasi berikut ini :
Tabel V.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Indikator
	Jumlah

	
	
	Frekuensi
	B
	CB
	TB
	

	
	
	Skor
	
	
	
	

	1.
	Expectations (Harapan)
	Frekuensi
	150
	164
	91
	405

	
	
	Skor
	450
	328
	91
	869

	2.
	Identity (Identitas)
	Frekuensi
	118
	164
	123
	405

	
	
	Skor
	354
	328
	123
	805

	3.
	Behavior (tingkah laku)
	Frekuensi
	174
	140
	91
	405

	
	
	Skor
	522
	280
	91
	893

	Total
	Frekuensi
	442
	468
	305
	1.215

	
	Skor
	1.326
	936
	305
	2.567


Sumber Data: Data olahan Lapangan, tahun 2025
Berdasarkan hasil rekapitulasi, indikator yang memperoleh nilai skor tertinggi adalah Behavior (tingkah laku). Sementara itu, indikator Expectations (harapan) dan Identity (identitas) juga berada pada kategori Baik. Hal ini menggambarkan bahwa responden menilai peran Dinas Perikanan Kota Dumai sudah berjalan baik dalam upaya mendukung pemberdayaan nelayan. Dengan demikian, secara keseluruhan peran Dinas Perikanan Kota Dumai mampu memenuhi harapan, membangun identitas, serta mendorong perilaku yang mendukung penguatan kapasitas nelayan di Kota Dumai.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kontinum sebagai berikut :
      



1.215

2.025
2.430


3.645
Berdasarkan kontinum di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai memperoleh total skor sebanyak 2.567 sehingga dapat dikategorikan Baik karena berada pada interval 2.431-3.645.
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di kota Dumai

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai, penulis menemukan faktor pendukung serta faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
a.  Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai. Hal ini menunjukan bahwa nelayan merasakan manfaat langsung dari kerjasama dengan lembaga BMKG yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan aktifitas nelayan.
b.  Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai. Dalam hal ini, Dinas Perikanan Kota Dumai menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan nelayan dengan menyediakan berbagai bentuk pelatihan, baik teori maupun praktik, untuk meningkatkan kemampuan nelayan.
2. Faktor Penghambat

a. Masih kurangnya komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai. Komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai sering terhambat oleh kurangnya konsistensi program, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya fasilitas lainnya.

b. Masih kurangnya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai. Kurangnya sosialisasi kepada nelayan mengakibatkan informasi yang diterima nelayan belum merata dan berdampak pada rendahnya partisipasi nelayan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
BAB Vl
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat beberapa kesimpulan, diantaranya :
1. Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai dari 81 Responden yang diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu Expectations (harapan), Identity (identitas), Behavior (tingkah laku). Dinyatakan Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai berada pada kategori Baik dengan total skor jawaban sebanyak 2,567 berada pada interval 2.431-3.645.

2. Faktor pendukung bahwa Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai antara lain adalah (a) Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kota Dumai dengan lembaga seperti BMKG terkait dengan cuaca yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Kota Dumai. (b) Adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang disediakan Dinas Perikanan Kota Dumai.
3. Faktor penghambat bahwa Peran Dinas Perikanan Kota Dumai dalam Pemberdayaan Nelayan di Kota Dumai antara lain adalah (a) Masih kurangnya komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mendukung pemberdayaan nelayan di Kota Dumai. (b) Masih kurangnya sosialisasi terhadap isu lingkungan sumber daya alam kepada nelayan di Kota Dumai.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk Kantor Dinas Perikanan Kota Dumai :
1. Disarankan kepada Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai untuk lebih meningkatkan komitmen Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mendukung pemberdayaan nelayan. Kurangnya komitmen dapat menghambat peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kota Dumai perlu menyusun program pemberdayaan yang lebih terarah, berkesimbungan, dan didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai. Dengan adanya peningkatan komitmen, nelayan diharapkan mampu lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam mengelola usaha perikanan.
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai untuk memperkuat kegiatan sosialisasi terkait isu lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam kepada nelayan. Minimnya sosialisasi berpotensi menurunkan kesadaran nelayan terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih terarah melalui penyuluhan rutin, media informasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. 
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